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GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset
dan Inovasi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;

bahwa riset dan inovasi daerah merupakan upaya
terstruktur dalam sistem yang pelaksanaannya dapat
diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan
kemajuan daerah yang berdampak pada nilai tambah
optimal bagi perekonomian masyarakat;

bahwa untuk mendukung kinerja pemerintah daerah,
diperlukan adanya regulasi yang dapat dijadikan sebagai
pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat
sebagai tolok ukur baku bagi inovasi, serta standar baku
pelaksanaan terhadap dampak negatif yang mungkin
ditimbulkan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi
Daerah,;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2688);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 401, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6750);
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(2) Ketentugm lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penghargaan terhadap
hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Gubernur.

Bagian Kesembilan
Riset Darurat

Pasal 21

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah melalui Badan dapat
melaksanakan Riset darurat.

(2) Riset dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan tujuan mengatasi keadaan darurat yang terjadi.

(3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai riset darurat diatur dengan Peraturan
Gubernur.

BAB IV
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah melakukan Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau untuk memberikan
kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

(2) Hasil Riset sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dapat dijadikan
bahan pertimbangan Inovasi Daerah.

Pasal 23
Inovasi Daerah berbentuk:
a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
c. inovasi lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua
Pengusulan

Pasal 24

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dapat diusulkan
oleh:

Gubernur;

DPRD;

pemerintah Kabupaten/Kota;

Perangkat Daerah;

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan/atau

orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat.
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Pasal 25
(1) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dikaji oleh Badan.

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan
perguruan tinggi dan/atau lembaga profesional.

(3) Hasil Pengkajian oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi usulan
Inovasi Daerah:
a. dapat diterapkan; atau

b. tidak dapat diterapkan.




Menimbang :

Mengingat :

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR < TAHUN 2021
TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola
konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya
volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin
beragam sehingga pengelolaan sampah membutuhkan
metode dan teknologi yang berwawasan lingkungan untuk
mengurangl dampak negatif terhadap lingkungan;

bahwa sampah telah menjadi permasalahan sehingga
pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan
terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat
secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi
lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat
dan cara berfikir masyarakat serta kebijakan pemerintah
daerah yang konsisten dan komprehensif;

bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur
kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal
penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk kepastian
hukum, kejelasan, tanggungjawab dan kewenangan
pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia
usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara
proporsional, efektif dan efisien;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor
8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
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Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah
dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala
aktifitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan
sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk
fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah
untuk dijadikan produk baru.

Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang
dapat di daur ulang dan/atau yang memiliki nilai ekonomi.

Bank Sampah Induk Regional adalah tempat pemilahan dan pengumpulan
sampah yang dapat di daur ulang dan/atau yang memiliki nilai ekonomi
pada skala regional.

Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan
yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.

Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah
fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan
Sampah.

Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.

Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan
sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan
sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara.

Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari tempat penyimpanan
sementara dan/atau pemindahan menuju ke tempat daur ulang,
pengolahan, atau pemrosesan akhir.

Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik,
komposisi, dan jumlah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau
dikembalikan ke media lingkungan secara aman, melalui kegiatan teknis
berupa pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang
energi.

Pemrosesan Akhir Sampah adalah upaya penanganan Sampah dalam
bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan
sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan
timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan
kembali Sampah.

Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan
sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasikannya suatu produk
dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk
dan/atau kemasan produk.

Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi

barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih
dahulu.

Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang
sampah sesuai fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau
mengguna-ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui
suatu proses pengolahan terlebih dahulu.



57. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut
Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan
penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu
dan berkelanjutan.

58. Kompensasi Jasa Pelayanan adalah biaya jasa pengolahan dan pemrosesan
akhir sampah di TPA Regional yang dibayarkan oleh pemerintah
Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga sebagai pengguna jasa kepada
Pemerintah Provinsi sebagai penyedia jasa sesuai dengan kualitas dan
kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama antara
Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pihak
Ketiga.

59. Kompensasi Dampak Negatif Lingkungan adalah pemberian imbalan kepada
orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan
penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah Regional.

60. Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik yang selanjutnya disingkat
dengan PSEL.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan pengurangan
dan penanganan sampah melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan.

Pasal 3

(1) Pengelolaan sampah bertujuan untuk:
a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampabh;

b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
c. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis;
d

meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara
aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan
lingkungan; dan

e. mendapatkan nilai tambah sampah termasuk menjadi energi listrik dan
energi lainnya.

(2) Sasaran pengelolaan sampah sebagai berikut:
a. peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan
sampah;

b. meningkatkan sinergitas kelembagaan dan kerjasama dalam penanganan
sampah;

c. peningkatan pengelolaan sampah berbasis teknologi yang berwawasan
lingkungan;

d. peningkatan peran Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam
pengelolaan sampah;

e. pengurangan dampak sosial dan dampak lingkungan dari pengelolaan
sampah; dan

f. peningkatan pemanfaatan sumberdaya sampah bagi kesejahteraan
masyarakat.





